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ABSTRAK :

CATATAN :

untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019
dilakukan upaya pencegahan dan penanganan di berbagai aspek
baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial maupun
ekonomi yang tetap mendukung keberlangsungan perekonomian
masyarakat salah satunya dengan penerapan tatanan normal baru
pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950;
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun
2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 32
Tahun 1950; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No.
22 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2018; Keppres No. 12 Tahun
2020; Kepmendagri No. 440 — 830 Tahun 2020; Perda No. 13 Tahun
2016; Perda No. 2 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tatanan normal
baru yg dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-
19 di berbagai aspek melipiti penyelenggaraan pemerintahan,
kesehatan, sosial dan ekonomi di Daerah. Pedoman kegiatan luar
rumah diantaranya kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan,
bekerja di tempat kerja, keagamaan di rumah ibadah, tempat atau
fasilitas umu, toko dan pusat komersial, pasar rakyat, sosial dan
budaya, pergerakan orang dan barang menggunakan moda
transportasi, restoran, rumah makan dan pedagang makanan kaki
lima, perhotelan/penginapan, konstruksi dan hiburan. Pencegahan
dan penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara
deteksi dini dan isolasi/karantina.

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Juni
2020.

Penentuan Lokasi isolasi/karantina dan pemantauan dan evaluasi
ditingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha
diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyiapan dalam
rangka pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi
COVID-19.
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